
BUPATI JEMBER 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI JEMBER 
NOMOR c_; TAHUN 2022 

TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA 
TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEMBER 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JEMBER, 

a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 te g Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 2 16 tentang 
Perangkat Daerah dan Peraturan 
Nomor 1 Tahun 2022 tentan 
Kabupaten Jember No 
dan Susunan Pe._·-~··­
terhadap 
Org 

e ukan, Susunan 
erja Dinas Kesehatan 

ei-... i,,..,.......,...ingan sebagaimana dimaksud dalam 
erlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

sunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 
s Kesehatan Kabupaten Jember. 

: . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan 
Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, 
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

5 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 or 
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo a Nomor 
5887), sebagaimana telah diubah dengan Per Pemerintah 
Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran N'!.,1,,1';•:1~ ik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 187, Tamb i .........,,,~.,u Republik 

7. Peraturan Pem · a.Jemen 
i onesia Tahun 
Republik Indonesia 

1ubah dengan Peraturan 
2020 tentang Perubahan atas 

Pegawai 

o 6477); 

a or 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 
· (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

eraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 201 7 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6041); 

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Prociuk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; 

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan 
Kabu paten/ Kota; 



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang 
Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah; 

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan 
Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk 
Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 546); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Jember Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 3), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Jember Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Jember Nomor 1); 

Menetapkan : 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, 
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KE 
KESEHATAN KABUPATEN JEMBER. 

susu 
INAS 

G;2 n 
~ ~!fl:1 • .er~ !EJ b 

~ ,o/.\ \i~i1 

s ~ alah Sekretaris Daerah Kabupaten Jember. 
~ /4':' ~inds e atan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas 

/ ,.--1 •• (:7'. U L.-Ke atan Kabupaten Jember. 
. epala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten 

Jember. 
6. Sekretrariat adalah Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten 

Jember. 
7. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan 

Kabupaten Jember. 
8. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Dinas Kesehatan 

Kabupaten Jember. 
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi 

fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang 
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 

10. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki 
Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah. 

11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD 
adalah UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Jember. 



12. Unit Organisasi Bersifat Khusus yang selanjutnya disingkat 
UOBK adalah Unit Organisasi bersifat Khusus pada Dinas 
Kesehatan Kabupaten Jember. 

13. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan Dinas 
Kesehatan Kabupaten Jember. 

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Jember. 

BAB II 
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 

Pasal 2 

(1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan di bidang 
Kesehatan. 

(2) Dinas dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah d 
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris D~ . 

(3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) me ufiyai tugas 
melaksanakan urusan pemerintahan di bid tan yang 
menjadi kewenangan Daerah dan Tugas PyS".a. . .a.vc:iu diberikan 
kepada Daerah Kabupaten Jember. 

(4) Dinas dalam melaksanakan t 
(3) menyelenggarakan f 
a. 

s an; 

e masyarakat, 
elayanan kesehatan, 

an ekalan kesehatan rumah 
a kesehatan; 
bidang kesehatan masyarakat, 

engendalian penyakit, pelayanan kesehatan, 
alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya 

pelayanan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan 
masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan 
kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber 
daya kesehatan; 

d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; 
dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan 
tugas dan fungsi serta tugas pembantuan. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 3 

( 1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas : 
a. Kepala Dinas; 



b. Sekretariat, membawahi : 
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan 
3. Kelompok Jabatan Fungsional. 

c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas Kelompok 
Jabatan Fungsional; 

d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri 
atas Kelompok Jabatan Fungsional; 

e. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri atas Kelompok 
Jabatan Fungsional; 

f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terditi atas Kelompok 
Jabatan Fungsional; 

g. UPTD; 
h. UOBK; dan 
i. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

(3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di baw 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

(4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian 
di bawah dan bertanggungjawab kepada 

"''1--1•-'~F, ....... ->.c.i.<Ana dalam Pasal 3 ayat ( 1) 
e unyai tugas merencanakan, melaksanakan, 

~ng.90 inasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi 
1..lHl'llm, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan 
serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Sekretariat mempunyai fungsi : 
a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas dan 

dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan 
dan Keuangan, advokasi di bidang hukum kesehatan 
kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas; 

b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan 
administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan 
Keuangan, advokasi di bidang hukum kesehatan kepada 
seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas; 

c. pemantauan evaluasi, pelaporan tugas dan dukungan 
administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan 
Keuangan, advokasi di bidang hukum kesehatan kepada 
seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas; 



d. pengkoordinasian pengelolaan barang milik daerah dan 
barang milik negara yang menjadi tanggungjawab Dinas; 
dan 

e. penyusunan laporan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas. 

Paragraf 1 
Sub Bagian Umum dan 

K.epegawaian 
Pasal 5 

atas 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas: 
a. menyiapkan administrasi surat yang meliputi penerimaan, 

pengiriman dan pendistribusian surat; 
b. menyiapkan bahan penggandaan naskah dinas dan 

pengelolaan kearsipan Dinas; 
c. menyiapkan bahan penyelenggaraan rapat- rapat dina 

perjalanan dinas, penerimaan tamu-tamu, keam~..,_, clan 
kebersihan lingkungan Dinas serta pelayanan 
kerumahtanggaan lainnya; 

d. menyiapkan bahan telaahan dan_pfilt,~n,aJ~ fi rmasi; 
e. menyiapkan dan mengko tJf i' n~, an analisis 

jabatan dan analisis · di I 
1 

:y,~· Dinas; 
f. menyusun r~rji;R:al an\~ -·.,,.-··--utuhan 

pemeli ,-N')s,"t•o1t ;\ \ 

n; .M_,, ,,,.,.. pendistribusian 

(\\ LJ_ etl :~arfi~!9,tJ:r'.~giiatan ~~:!usahaan, pengamanan dan 
/ LJ , 11 e I n.,....,~.,.,u aset/barang milik daerah; dan 
/ \ 'l:jme anakan pengusulan seluruh rencana kebutuhan 
UL/ epegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian 

lainnya; 
j. merencanakan dan mematakan rehabilitasi sarana 

prasarana dinas besertajaringannya; 
k. melaksanakan perancanaan kebutuhan tenaga non 

kesehatan dan mengkoordinasi perencanaan kebutuhan 
tenaga kesehatan; 

L melaksanakan koordinasi dan administrasi penempatan 
tenaga kesehatan dan non kesehatan; 

m. melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengembangan 
pegawai, disiplin dan budaya kerja pegawai; 

n. melaksanakan administrasi penilaian angka kredit 
fungsional tenaga kesehatan dan non kesehatan; 

o. melaksanakan advokasi dan koordinasi penanganan hukum 
bidang kesehatan; 

p. menyiapkan dan menginventarisasi produk hukum bidang 
kesehatan; 



q. melaksanakan kehumasan dan advokasi; 
r. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan 

tugas; dan 
s. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 

Sekretaris. 

Paragraf2 
Sub Bagian Perencanaan dan 

Pelaporan 
Pasal6 

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas: 

a. mengumpulkan bahan dan mengkoordinasikan 
penyusunan perencanaan strategis dan perencanaan 
tahunan OPD; 

b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian 
data informasi OPD; 

c. mengkoordinasikan pelaksanaan input data pada 
informasi perencanaan dan pelaporan daerah· 

cl. mengumpulkan bahan dan pengkoor · ~penyusunan 
laporan kinerja, laporan pen ~f ;i'rmerintahan 
dan laporan pertanggun · M ~r,?ise ti..jli peraturan 
perunclang-undang,3-l'l:-::'yai:fgjl:j< r uf /\ \ ) w 

k d . · 0B11vl1s I,) 
1 1 e. meng oor m~~at11 n !,m!g(lrn:pu an 

perj an.. · l;lfigJ,t\x , \ / (1 

· p ~'h ~ asi clan pengenclalian f. 

i. 

'.1},P o r g1a , dan anggaran; 
1f{: d Jl-"~•c1KSanakan pengembangan sistem 

nipr , atan dan pembangunan serta 
eejuUl'.ll;JlH1l data standar pelayanan kesehatan pada 

memberikan advokasi, koordinasi lintas program dan lintas 
sektor perencanaan program kegiatan dan pengembangan 
sistem informasi kesehatan; 
melaksanakan asistensi penyusunan program dan 
pengembangan sistem informasi kesehatan pada dinas; 
clan 

j. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanan 
tugas. 

Bagian Kedua 
Bidang Kesehatan Masyarakat 

Pasal 7 

(1) Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana climaksud clalam 
Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan 
perumusan dan kebijakan operasional di biclang Kesehatan 
keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan 



masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan 
olahraga serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi meliputi: 
a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang 

kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, 
pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, 
kesehatan kerja dan olahraga; 

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang 
kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, 
pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, 
kesehatan kerja dan olahraga; 

c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang 
kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, 
pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, 
kesehatan kerja dan olahraga; dan 

d. pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan 
keluarga, giz1 masyarakat, promosi keseha 
pemberdayaan masyarakat, kesehatan .~wigan, 
kesehatan kerja dan kesehatan olah raga. 

( 1) Bidang Pe:p.o~1:1:h,: 
dim,.!,>'~"" 

sebagaimana 
empunyai tugas: 

kebijakan operasional di 
ivi.,u->-""'"'-si, Pencegahan dan Pengendalian 

for.,,,, ..... ,enyakit Tidak Menular serta Kesehatan i : ,-..,,. ... 
~e anakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

k melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai 
fungsi meliputi: 
a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang 

Surveilan, Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian 
Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular serta Kesehatan 
Jiwa; 

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang 
Surveilan, Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian 
Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular serta Kesehatan 
Jiwa; 

c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang 
Surveilan, Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian 
Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular serta Kesehatan 
Jiwa; 



d. pemantauan evaluasi, clan pelaporan di bidang Surveilan, 
Imunisasi, Pencegahan clan Pengendalian Penyakit Menular, 
pencegahan clan pengendalian penyakit tidak menular dan 
kesehatan jiwa; dan 

e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan 
tugas. 

Bagian Keempat 
Bidang Pelayanan Kesehatan 

Pasal 9 

(1) Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas: 
a. melaksanakan perumusan dan kebijakan operasional di 

bidang Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan 
Rujukan, termasuk peningkatan mutu dan pelayanan 
kesehatan tradisional dan tugas-tugas lain yang diberikan 
oleh Kepala Dinas; dan 

b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala · as. 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaks pada ayat 

(1), Bidang Pelayanan Kesehatan mempuny · g meliputi: 
a. penyiapan perumusan kebijak ~r~·o di bidang 

pelayanan kesehatan p / p~l y kesehatan 
rujukan termasuk:,.,.-:1~µnglp~$Lfi. nf't}qn Jal!UJ· r.m 
Mutu pelay·~.aIJ(l~nai~~dir~l~nl~fi I \ 

b. penyia , ~1~ . I'll'-~"\/ ppm: · nal di bidang 
;«~~~ ! · r liJlanJ~-kesehatan rujukan 

~Y~U:uk1ta·:rfJ~~e n. 
1

a
1 

dan Jaminan Mutu 

{;\ 
1
. n Lb1 gan teknis dan supervisi di bidang 

/ D \ esehatan primer dan pelayanan kesehatan 
, r1 \ an termasuk peningkatan mutunya dan Jaminan 
lJ v utu serta pelayanan kesehatan; 

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan 
kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan 
termasuk peningkatan mutunya dan Jaminan Mutu serta 
pelayanan kesehatan; dan 

e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan 
tugas. 

Bagian Kelima 
Bidang Sumber Daya Kesehatan 

Pasal 10 

(1) Bidang Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 ayat ( 1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan, 
merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional di 
bidang kefarmasian dan alat kesehatan, sumber daya manusia 



kesehatan, dan pembiayan kesehatan serta tugas lain yang 
diberikan oleh Kepala Dinas. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi 
meliputi: 
a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang 

Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Sumber Daya Manusia 
Kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) 
serta sumber daya manusia kesehatan; 

b. pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, 
alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia 
kesehatan; 

c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang 
kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya 
manusia kesehatan; dan 

d. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan 
tugas. 

(1) UPTD 

BAB IV 
UPTD 

(2) __.d1:m.fnp11Ii yang berada di 
e epala Dinas. 

a ata Usaha . 
. c::u:,;a..J..nasi Adan B. 
saha yang dipimpin oleh Kepala Sub 

a U saha yang berada di bawah dan 
nggungjawab kepada Kepala UPTD. 

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan uraian 
tugas dan fungsi UPTD diatur dengan Peraturan Bupati. 

BABV 
UOBK 

Pasal 12 

(1) Pada Dinas Kesehatan, selain unit pelaksana teknis daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdapat Rumah 
Sakit Daerah sebagai UOBK. 

(2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1 ) Rumah Sakit Daerah memiliki 
otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik 
Daerah serta bidang kepegawaian. 



(3) Rumah Sakit Daerah dipimpin oleh Direktur Rumah Sakit 
Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang 
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang 
kesehatan. 

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan 
bidang pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta 
bidang kepegawaian rumah sakit Daerah. 

(5) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan 
Umum Daerah. 

(6) Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta 
Tata Kerja UOBK Rumah Sakit Daerah ditetapkan oleh 
Bupati. 

BAB VI 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 13 

Kelompok Jabatan Fungsional mempuny 
kegiatan sesuai dengan bidang tenaga -··o· 
berdasarkan ketentuan peratura!}.~~l'UJJLI1 ,.,.~;u6 ,an. 

(1) 

/,, rJ / 
0V 
ana dimaksud dalam 

(\ i ~J ah tenaga fungsional yang terbagi ~ 
~.mr g , huruf c, huruf d, huruf e, 

/ D \ J4t1 ianl1_)1:J~ <Ol\.A"ct.u fungsional sesuai dengan bidang 

/ rRJ ~lo ok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 
/) yat (1) dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsi 

(3) 

pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang 
tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama. 
Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam 
penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, 
pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada masing­
masing uraian fungsi. 

(4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian atas usulan 
pejabat yang berwenang. 

(5) Ketentuan mengenai nomenklatur dan tugas sub koordinator 
ditetapkan oleh Bupati. 



BABW 
TATAKERJA 

Pasal 15 

(1) Dalam melaksanakan tugas dan funginya, Kepala Dinas, 
Sekretaris, Kepala Bidang, Kepa1a Sub Bagian, dan 
Kelompok Jabatan Fungsional serta wajib menerapkan 
prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam 
lingkungan masing-masing maupun antar satuan 
organisasi di Ungkungan Pemerintah Daerah serta lnstansi 
lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

pokoknya masing-masing. 
Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi 
bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan 
agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan. 
Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab 
memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing 
dan memberikan bimbingan serta petunjuk ba · 
pelaksanaan tugas bawahannya. 
Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib 
mematuhi petunjuk dan bertanggiil)eh 
atasannya masing-masing 
berkala tepat waktu. 
Setiap laporan 
organisasi d 

kuti dan 
ab pada 

laporan 

seba anjut dan 
annya. 

masing-masing kepada 
UU<"Mu wajib disampaikan pula kepada 

ain yang secara fungsional mempunyai 

BABVID 
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN 

DALAM JABATAN 
Pasal 16 

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari 
Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul 
Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan 
perundangundangan. 

(2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, diangkat 
dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil 
yang memenuhi syarat atas usu! Kepala Dinas melalui 
Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang 
undangan. 



BABIX 
ESELON JABATAN 

Pasal 17 

(1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Eselon II b atau Jabatan 
Pimpinan Tinggi Pratama. 

(2) Sekretaris merupakan Jabatan Eselon III a atau Jabatan 
Administrator. 

(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III b atau Jabatan 
Administrator. 

(4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Eselon IV a atau 
Jabatan Pengawas. 

BABX 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 18 

Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantu 
lampiran yang merupakan bagian tidak ter · kan 
Peraturan Bupati ini. 

anakan pada saat dilakukan 
'-Ul,..,._._, a l sesuai dengan Peraturan Bupati 

ada tetap melaksanakan tugas dan fungsi 
an Peraturan Bupati Nomor 128 Tahun 2021 

ntang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jember sampai 
dengan dilaksanakannya pelan tikan pejabat berdasarkan 
Peraturan Bupati ini. 

BAB XII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 20 

Pada saat Peraturan Bupati in i mulai berlaku, maka Peraturan 
Bupati Jember Nomor 128 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 
Kesehatan Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember 
Tahun 2021 Nomor 128), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 



Pasal 21 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kabupaten Jember. 

Ditetapkan di Jember 
pada tanggal :i. ~NM 2022 

BUPATI JEMBER, 

ttd 

HENDYS 

Diundangkan di Jember 
pada tan gal ~ re,bN" .....rn 2022 

RIS DAERAH, 

PATEN JEMBER TAHUN 2022 NOMOR ~ 



Bidang 
Kesehatan Masyarakat 

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEMBER 
NOMOR : £;' TAHUN 2022 
TENTANG: KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI 
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KE TAN 
KABUPATEN JEMBER 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEMBER 

KELOMPOK JABATAN F'UNGSIONAL 

Madya 
9202 1 001 

UPTD 

KEPALA DINAS 

ub Bagian 
Perencanaan dan 

Pelaporan 

Bidang Pelayan a n 
Kesehatan 

··········• 

[ 
KELOMPOK JABATAN F'UNGSIONAL 

Bidang Sumber Daya 
Kesehatan 

KELOMPOK JABATAN F'UNGSIONAL KELOMPOK JABATAN F'UNGSIONAL 

UOBK 

BUPATI JEMBER, 

ttd 

HENDYS 


